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Menimbang

b.

RE1CTOR I]NIVERSITAS NEGERI YOGYAXAI{TA

bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Negeri
Yogyakarta diperlukan suasana kondusi, yang mencerminkan kehidupan
kamp6 yang tertib, beretika, dan budaya akadenil,
bahwa selama ini diharaPkan kehidupan kamPus tertib dan ko dusif
untuk berlangsungnya kegiatan Pemb€laiaran dan Dteralsi antar civitas

akademika yaig tercermin dalam kePedutian lingkungan, tata pergaulan,
pedlaku dan penampitan anggota civitas alademika, sehinSSa tercipta

budaya terlib dan disipliry
bahwa telah terjadi pelanggaran terhadaP norma-norma yang berlaku di
masyarakat dalam lingkungan kamPus tetapi belum terdapat aturan yang
jelas dan tegas meng€nai hal tersebut,
'bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud Pada huruJ a,

huruJ b daIt hlrIu{ c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tent ng Etika

dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus.

Mengingat 1. Undang-urdanS Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, ientang

Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemefintah RePublik lndonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang

Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Pr;idm RI No 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IIG

meniadi Universitasi
4. Kepuhrsan Presiden RI No 16 /M Tahun 2m9, bntang PenSangkatan

Rektor UNYj
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

274/0/7999 tentang Organisasi dan Tata Keia Universitas Negeri

Yogyakata;
5- Keputusan Menteii Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

.003/0/2001 tentangStatuta Universitas Nege Yogyakarta,
7. I(eputusan Rektor Nomor 297 Tallun 2006 terrtang Peraturan Akademil

Universitas Negeri Yogyalarta.

Masukan dari Badan Eksekutif Maiasiswa Unive$itas Negen Yogyakarta

REKTOR UNIITRSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PERATURAN REKIOR UNI\,TRSITAS NEGERI YOGYAI(ARTA TENTANG

ETIXA DAN TATA TERTIB PERGAWAN ItrAHASISWA DI KAMPUS

UNIIIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2OO9

Memperhatikan i

MenetapkaIl

BAB I
KETENTUAN IIIIUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimalsud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyalanta yang selanjuhrya disingkat UNY'



2. Kampus adalah lokasi temPat mahasiswa menuntut ilmq tempat kegiatan penalara&

pengembangan minat dan krcativitas malEsisw4 da! datam hal ini yang dimakrud adalah

kampus UNY.

3. Rekto, adalal Pemimpin Perguuan tinggi yang dalanl hal ini yang dinalsud adalah Rektor

UNY.

4. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berpedlaku yang di dalarnya be si Saris-garis

besar ni1al moral darr norma vang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmial' edukatil'

kreatif, santuo dan bermartabat.

5.Tatatertibadalahaturan-aturantentanghak,kewajiban'Pelanggaran'sertasanksibagi
mahasiswa sebaSai salah satu bentuk Pelalsanaan etika mahasiswa l'NY'

6. Sanksi adalai hukuman yang &kenatan kePada mahasGwa yang metanggar Peraturan ini'

7. Pejabat yang berwenang adalah rektor, dekarL dnektur Pasca sa4ana dan kePala unit di

tingkungan univexsiias.

8. Tim Ad Hoc adala} tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang ufltul memeriksa dan

menyidangkan Perkara Pelanggaran laran8an etika dan tata tertib Pergaulan mahasjsrYa di

kampus.

9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangla

mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang be,lalu

10. Hak adalah segala s€suatu yanS daPat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencaPai tujuai sesuai

dengan ketentuan yan8 beilaku

11. Pelanggaran adalah setiaP Perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang

ter.antum dalam Pelaturan ini.

12. Mahasiswa adalah Peserta didil yang terdaftar secata sah Pada salah satu Program studi yang

djselenggarakan di tn\JY.

13. Etika mallasjswa adalal norma-norma yang Pexlu dilalGanal<an oleh setiaP Blahasiswa dalam

bersikap dan berpedlaku sebagai upaya untuk mgokohkan visi dan tr1isi tD{Y serta

me$perkuat smergi sosial dan akademik di kamPus Ul{Y'

Pasal2

Mallasiswa sebagai angSota civitas akademika harus ikut bertanggungjawab dalam mengak-

tualisasilan visi dan misi univercitas.

Dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dibutuhlan adanya etika dan

tata tertib peryaulan malasjswa agar malusiswa mamPu berPartisiPasi secara oPHmaI dan

menghindai penyi pangan perilal<u yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agafla, yang

berakibat pada kurang kondusifnya proses pembelaiaran.

Pasal3

Etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di datam kampus perlu diaktualisasikan dalam rangka

mendukung terciptanya hadisi alademik dan integ tas kePdbadian mahasiswa universitas yang

bersunlbei pada kaedah moral yarlg luhur.

BAB II
AZAS PENERAPAN ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA

Pasal4

Penerapan etika dan tata tertib Pergaulan $alasjswa berdasarkar Pada azas:

a. tanggungiawab,

b. patisipasi,
c. keaalilan;

d kedamaian:

e. kesajtturan; dan

f. $anfaat

(1)

t:2J



(1)

12)

BAB III
MAKSIJ'D DAN TUJUAN

Pasal5

Malsud adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah sebagai pedoman

daIl rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikaP dan berpeilaku di kamPus'

Tuiuan etika dan tata tertib Pergaulan mahasiswa di kampus adalah:

a. Agar mahasfuwa mampu bersiLap dan berPerilaku sesuai dengan nilai moral dall norrra

yang mencerminkan masyaralat kamPus yang ilmiah, edukatif, keatiJ, santul! dan

b. Melindungi hal-hak seluruh mahasiswa;

c. Menjaga suasarla kamPus yang kondusif.

d. MewuFdkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul

BAB IV
SIKA? DAN PERILAKU

Pasal6

Malasiswa harus memiliki sikap hiduP yang reliSius, jurur, optimis, aktif, kreatiJ, rasional

mampu berpikir kdtjs. rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu

menghargai waktu, dan terbuka terhadaP per}embaagan ilmu Pengetaluan, teknologi, dan

Malasiswa harus mampu menuniukkan silaP sesuai dengan martabat keilmuan yallg

disandangnya yal<ni bergaul, b€rteSur sap4 dan b€rtutur kata dengan sopan, waiar, simPatik,

edukatif, bermalna, dan sesuai denSan norma moral yang berlatu;

Malasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim Penciptaan karya

ilmu pengetalua& teknologi dan seni yang mencerminkan keiemihan hati nurani, bernuansa

pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hiduP kemanusiaanj

Mahasiswa harus mampu memncan& melaksanakan, dan menyalesaitan studinya dengan baik

sesuai peraturan akademik yang berlalu;

Mallasjswa harus Ela]npu berperan akti{ da]am mewujudkan kehidupan kamPus yang aman,

nyamafl, be6ih, teftib, dan kondusil,

(6) Mahasiswa mampu bertanSSung jawab secara mo{al sPtuitual dan sosial unttrk mengalnalkan

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang tetah diPelaiarinya untuk kepentingan masyaralat,

bangsa" dan negara,

(4 Malasiswa hans mampu mencerminkan sikaP sebagai kaun terPelajar dengan bertata das

secara wajar, berpakaian yang bersil, rapi sopan, serasi sesnai dengan konteks keperluani

(8) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar Iingkungan harus selalu mamPu

menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kamPus'

(9) Manasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaltualisasilan sikap ber-

disiplin dalam sistem perkuliahan, sistem Peratuan akademik, Prosedul adninistsasi, agar

sjstem manaiemen perkuliahan berlang$rng lancar dan teratur.

BAB V

FUNGSI ETII<A DAN TATA TERTIB PERGAI]LAN MAIIASISWA

Fungsi etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kamPus adalaii

a. Sebagai ahrran atau petunFk mengenai hak, kewaiiba& pelanggaran, dan sanlsi yang

berlaku bagi mahasiswai

b. Sebagai pedoman penegalan Peraturan dar ketertiban ah kampus.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)
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BAB VI
HAK DAN KEIVAIIBAN MAHASISWA

Pasal8

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memilild hal :

a. Memperoteh pendidikan dan pengaiaran Pada Prograsl studi sesuar dergan pe$yarfltan

dan peraturan Yaig berlaku,

b. Mengemulakan PendaPat atau ide tanPa mengganggu hak orang lain dan ketertibai

c. Memperoleh inJormasi yang benar tentang Prestasi akademilmya;

d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi Penelitian' pengabdian kePada

masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;

e- MemPeroleh bantuan dan Pellindungan hukum dalam hal memperoleh a]Icaman dan atau

terganggu haknya sebagai malasiswa;

f. Menggunakan kebebasan mimbar aka'leD1il( secan bertanggungjawab untuk

pengembangan ilmu pengetaluan, tekrologi, dan seni (TPTEKS)'

g. Memperoleh pelayanan yang bail di bidang akademik, adminisbasi' dan kemalasis, aa4

h. Mengajukan dan mendaPatkan beasiswa b€i kemajuan studinya sesuai ketentuan dan

persyaratan Ya]rg berlalu,

i. Memanfaatkan fasilitas UNY dalam m.ngka kelancaran kegialan akademik'

j. Memperoleh penghargaan dari UNY atas Prestasi yang dicaPai sesuai dengan ketentuan

yang berlaku,

k. Mengikuti kegiafan organisasi kemahasiswaan yang tidal( dilarang di UlfY'

Pasal 9

Kewajiban Malasiswa

Setiap mahas jswa memiliki kewajiban:

a. Menyelesailan studinya sesuai beban studi sesuai ketentuan akadenil yang berlaku;

b. Mengikuti Perkuliahan, Praktikum dan menyelesailan tuSas-tugas perkuJiahan sesuai

ketentuan yang telah disepakati bercama doseni

c. Memelihara suasana akademik di kampus, meniunjung tinggi almamater dan meniaga

kewibawaan seta memelihara nama baik universitas,

d. Menia8a netralitas univercitas dari kegiatan Politii piaktis;

e. Menghargai kemaFan ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni

L Memehhara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, darl keamanan dalam kampus,

tidak menyalahgumkan fasilit s kampus untuk kepentingan P badi atau kelomPok yang

tidak ada kaitannya sama sekali dengai kegiatan akademik dan kemahasiswaan,

g. Mematuii dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang bertalu di

univeIsitas,

h. Berbusana yang soPan, bertaha ri6s secara wajar, sopan serta tidak bertentangan dengan

norma agama dan tata susilai

i. Menenpatkan kendaraan pada temPat yang telah dibentuka4

j. Memahrhi segala peraturan yang terdaPat di kampus.

k. Menghormati dan tidal melanSSar hal otang lain



BAB VII
LARANGAN DAN PENANGANAN

Pasal l0
Larangan

Setiap mahasiswa dilarang untuk :

a. Melakukan perbuatan yang terSolong: Pelanggaran sekual porno8tafi, Pelecehan seksual

dan seks bebas di lingkungan univeritas;

Melalukan perbuatan yang terSolong penodaan terhadaP agama tertentu

Melalukan perbuatan yang bertentangan dengan Perahrran yang berlaku di Iingkungan

Melakukan tindakan plagjat, P€nlalsuan dokumen, dan ke.urangar lain baik sendiri

maupun bersama-sama dengan pilak lain.

MelakulGn tindakan yang tergolong sebagai Perbuatan Pidana kekera.san, pe4udian,

perzinaan, pencenaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik dan mental,

pengedaran barang-baiang terlaran& dan kejahatan berbasis teknologi.

Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau me.nggulakan

narkotika dan psilouopila,

Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan

minuman beialkohol;

Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan sen ata tajam ke dalam Lngkungan

kampus,

Merural( f asilitas kampus;

Mmggunakan fasilitas kampus tanpa izin;

Mengundang pihak luar tanpa izir;
Melakulan Penghasutan yang dapat menganggu ket€nhaman dan Pelalsanaan Pmgram

yang diselenggarakan universitas,

Beryakaian tidak sopan dan mengandung Pelecehan terhadap suku, agama, ras dan

golongan tertentu.

Bertato pemanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziinan.

Melakukan k€giatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkunga.

Pasal11

Penanganan

(1) Penanganan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimakud pada Pasal10 dilalukan

oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup kedanya bersarra-sama Tim Ad Hoci

(2) Dalam proses penanganan pelanggaran larangan, pelaku pelanSSaran larangan berhak

melaklrkan pembelaan;

(3) Universitar berwenang melimpankan Penanganan kasus pelanggaran iaraJlgarl kePada Pihak

kepolisian.
BAB VIII
SANKSI

Pasa]12

Setiap malasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 10 huruJ a samPai

dengan huruJ h dikenakan sanl€i paling ringan skorsing dan paling berat dikeluarkan dad

b.

d.

f.

i.

j.

k.

t.

5



Pasal13

Setiap malasiswa yang melangga{ larangan sebagai ana dimakud Pada Pasal10 huruf i sampai

dengan huruf p dikenakan sanksi Paling berat Penangguhan sementara dalam bentuk larangal

mengikuti kegiatan akademik.

lasal14

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 daPat ditambai dengan beban

penggantian kerugian yang ditimbultGn karena adanya pelanggaran Iarangan yang diatur dalam

BAB IX

PROSEDUR PERJATUHAN SANKSI

Pasal 15

Pemeri&saan Permulaan

(1) Pemerilcaan terhadap Pelanggar larangan sebagaimana dimakud pada Pasal 10 dilakukan

setelah ada laporan dali korban atau Pating sedikit 2 (dua) orang saksi kePada pejabat yang

berwenang di lingkungan kamPus.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pejabat yang berwenang dapat

melal(ukan pemerilsaa.n di temPat ierjadinya Pelanggaran atau tempat'temPat lain yang

dicuigai sebagai tempat terjadinya pelanggaran dan dapat lIlemanggil serta menanyai

seseorarg trntuk dillrir1tai keterangan atas terjadinya Pelanggaran larangar'

(3) Berdasarkan hasil pemedlsaan dan keterangan yang diperoleh setelah melalQkan tindakan

sebagaimana dimalsud pada ayat (2) pejabat ya]tg berwenang dapat melalukan pe&anggilan

dengan sumt panggilan secara tertulis kepada pelalu pelanggaran untuk dimintai

keterangannya.

(4) Berdasarkan peme lsaan sebagaimana dimal<sud Pada ayat (3) Pejabat yang berweiang daPat

memutuskan untuk menutup perkara atau melanjutkan pemeriksaan perkara Pelanggaran

larangan melalui Tim Ad Hoc yang dibentul( kemudian.

(5) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimatsud Pada ayat (3) tidal( diindalkan oleh pelaku

pelanggaran, peiabat yang berwenang daPat mengeluarkan s€kali Iagi surat Panggilan secara

teftltis kepada pelanggar yarlg bersangkutan.

(5) Dalam haf surat panggitan sebagaima a dimakud pada ayat (3) sudali disamPaikan kePada

?elanggar sebanyak tiga kali berturut-turut tidak diindahkan oleh Pelanggar, peiabat yang

berwenang membentuk Tim Ad Hoc unhlk melakukan pemetj-ksaan terhadaP kasus

pelanggaran yang bersangkutan.

Tim Ad Hoc

(1) Tim Ad Hoc dapat dibentuk di tingkat universitas dan di tirgkat fakultas.

(9 Tim Ad Hoc tingkat univeritas dibentuk berdasatkan Keputusan Rektor, dan di tinSkat

fakultas dibenfirl b€rdasarkanKeputusan Dekan.

(3) Tim Ad Hoc di tingkat universitas diketuai oteh rekror, daII di tingkat falultas diketuai oleh

dekan fakultas yaIlg bersangkutan.

(4) Susunan Tim Ad Hoc tingkat universitas terdti dari:

a. S€orang Keura, dalx

b. 7 (tuiu}l) oranS angSota.

(5) Anggota Tim Ad Hoc tingkat universitas terdiri daril

a. Pembantu Rektor I]I atau bidang kemahasiswaan;

b. Ketua unit yang bersangkutaa di lingkungan universitas tempat pelanggaran te{adi



(6)

(7)

c. Dua orang anggota senat universitasi

d. Dekan falultas yang bersangkutan atau Direktur Pasca Sa4ana;

e. Ketua program studi yang be$angkutan,

f. Dosen Penasehat Akademil yanB b€rsangkutan.

Susunan Tim Ad Hoc tingkat Iakultas terdi dad:

a. Seorang Ketua, dan

b. 7 (tuiu}l) orang anggota.

Anggota Tim Ad Hoc tingkat lakultar terdiri da :

a. Pembantu Dekan m ahu bidang kemalusiswaan;

b. Ketua Tata Usaha Iakultas yang be.sangkutan atau yang mewakilJ

c. Dua orang anggota senat fal(ultas yang beEangkutan,

d. Ketua jurusan yang bersangkuta&

e. Ketua proSaam studi yang bersarEkutan,

i. Dosen Pembimbing Akademik yang b€rsangkutan.

Tir8as Tim Ad Hoc: memerikBa dan menyidangkan perkara pelanggaran larangan yang diahrr

dalam peraturan ini.

Pasal lT
Sidang Pelanggaran Laiangan

Sidang pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini dilalukan oleh Tim Ad Hoc

tingkat pelanggaran yang terjadi.

Sidang pelanggaran larangarl yang diatur dalah peraturan ini dimulai paling lama 3 (tiga) had

seteiah pejabat yang beri{enang mengeluarkai keputusan sebagaimana dimalcud pada Pasal

1s ayat (4) juicto ayat (5).

Selama b€rlangsungnya sidang atas pelanggaran larangan sebagamana dimaksud pada ayat (1)

pelaku pelangSaran dapatmengaiukan pembelaainya.

Sidang Tim Ad Hoc berlangsmS paling Iama 14 (eE]pat belas) hari se,ak tangSal

dikeluarkannya leputusan pembentukan f im Ad Hoc tersebut.

Keputusan yang dileluarkan Tim Ad Hoc atas perkara pelangSaran larangan yang diatur

dalam peraturan ini diiadikn dasar urltuk menjatuHGn san]<si kepada pelanggar lara]lgaJl

yang bersangkutan.

Keputusan yang diLeluarkan Tim Ad Hoc berupa keputusan bersalah atau tidaknya pelaku

pelanggaran la.angan yalrg diatur dalam peraturan ini beserta hal hal yang dijadikan da,sar

perti4bangannya.

Pasa118 
|

Putusan Atas Pelanggargr Larangan

(1) Putusan yang diiatuhkan kepada pelnntgar 'larangan yang atatur dalam peratumn ini
&lal(ulall oleh Rektor.

Pelanggar larangan yang dijatuli putusan skorsing atau penangguhan sementara dalam bentuk

larangan mengiluti kegiatan alademik diwajibkan unnrk membayar biaya pendidikan yang

ditentukan.

Pelanggar tarangan ya]lg di,atu}Ii putusan sebaSaimana dimalsud pada ayat (1) dapai

mengajukan keberatan dengan menuniukkan bulti-bukti yang kuat atas keberatannya.

Pasal19

Keberatan

Setiap mahasjswa yang telah dan/atau sedang menjalani sanksi, berhak mendapatkan

pemulihan hak-hal yang set'elurmya dimiliki melalui pengajuan keberatan.

(8)

\2)

(3)

(9

(s)

(6)

(2)

(3)

(1)
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(2) Setiap malasiswa sebagaimana dimal(sud Pada ayat (1) berhak mengaiukan keberatan kepada

(3)

pejabat yang belwenarlg dengan menuniukl(an:

a. ba.hwa te4adi kesalahan dala kePutusan yang telah ditetapkan'

b. bahwa terdaPat pemberian sanlsi yang tidal sesuai dengan aturan'

c. bukti-buldi baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tudul|an'

Pengajuan k€beratai daPat dilalQlan untuk waktu Paling tanla 30 (ti8a puluh) had dihitung

sejak tanggal dikeluarlannya Putusan Rektor sebagainana dimaksud Pada pasal 18 ayat (1)'

Atas pengaiuan keberatan beserta butti-bukti vang di+kan sebagaimana dimaksud Pada ayat

(1) dan ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menerima atau m€nolak keberatan terselbut'

Dala$ hal keberatan ditolal harus disertai denSan dasar pertimbangan Penol'ikarmya'

Dalam hal keberatan diterima Pejabat yang hrwenang mengusulkanmya kePada rektor

dengar dasar PertimbanSannya untuk dikeluarkan kePutusan rehabilitasi kePada mahasiswa

yar'g bersangkutan.

(4)

(5)

(6)

BAB X

KE"IENIUAN PENUTUP

Pasal20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku aM-ka:

(1). Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyalaita Nomor 019 Tahur 2003 tentang Etika

Mahasiswa, dan

(2). Keputusan Rektor UniveEitas Negeri Yogyakarta Nomor 135 Tallun 2007 tenttsng Tata Tetib

Malasiswa.

drcabut dan dinyataLan tjdal berlalu.

Pasal2l

(1). Peraturan i$i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2). Segafa sesuatu akar diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagatuuna mestinya, aPabila

ternyata di kemudian hai terdapat keketiruan
(3). Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini jilQ diPerlukan akan ditentukan kemudian

ietl 'l:',

:I
\".

/-."1a,*r:J( ,fI'!

("P";

Ditetapkan di : Yogyakarta
tallggal: 25 Juni 2009

t Wahab, M.Pd, MA.
19570110 198403 1 002 i


